
BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan dapat disimpulkan 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1.  Dalam system politik Indonesia Pemerintah Aceh merupakan daerah 

yang daerah kesatuan yang tidak bisa secara utuh untuk membuat 

keputusan yang tanpa persetujuan pemerintah Pusat, walaupun 

Pemerintah Aceh merupakan daerah otonom, tetapi ada beberapa poin 

yang memang tidak bisa diputuskan sepihak. 

2. Secara umum perihal penerapan kebijakan terkait Lambang dan 

Bendera Aceh hanya tinggal menunggu iktikad baik dari pemerintah 

pusat untuk tidak mempersullit atau meminta untuk merevisi Qanun 

nomor 3 tahun 2013 dengan harus mempertimbangkan Peraturan 

Pemerintah nomor 7 tahun 2007, walalupun secara hiirarki hukum 

qanun masih dibawah determinasi Peraturan Pemerintah. 
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5.2 Saran 

  Berdasarkan hasil yang diperoleh diatas dapat disarankan bebrapa hal 

sebagai berikut  : 

1. Pemerintah Aceh harus dengan segera mendesak pemerintah Pusat 

untuk memberikan hak dan wewenang terhadap polemik tentang 

qanun Lambang dan Bendera Aceh, agar tidak menimbulkan stigma 

negatif di tengah-tengah masyarakat. 

2. Kepada pemerintah Aceh jika sudah mempunyai landasan dan 

kepastian hukum yang jelas, sekiranya alngkah-langkah persuasif 

sudah bisa dlakukan dengan cara memberikan ide-ide kreatif 

sehingga masyarakat Aceh memiliki kejelasan terkait Lambang dan 

Bendera Aceh 
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